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RINGKASAN 

Ketika membangun dan menjalankan sebuah usaha atau perusahaan, para 

pengusaha pastinya membutuhkan pekerja yang ahli di bidangnya masing-masing 

agar perusahaan dapat berjalan atau beroperasional sehingga perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan, mendapatkan penghasilan dan membayar hak 

pekerjanya. Namun sebuah usaha atau perusahaan tidak selalu berjalan sesuai 

harapan dan rencana yang diinginkan. Selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan, 

resiko, dan kerugian hingga hal terburuk adalah mengalami kemunduran atau 

kebangkrutan dan itu merupakan hal yang wajar dalam menjalankan sebuah bisnis. 

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab bisnis tidak dapat berjalan sesuai 

rencana, baik dari internal maupun eksternal perusahaan tersebut. 

Terlebih di era globalisasi ini, kehadiran perusahaan-perusahaan ternama semakin 

meningkat.  

Hal ini juga meningkatkan daya saing antar perusahaan. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan bahwa beberapa perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar 

dan mapan sekalipun, tidak mampu bersaing, sehingga mengalami kerugian lalu 

mengalami kebangkrutan dan akhirnya dinyatakan pailit. Kepailitan adalah suatu 

keadaan dimana seorang debitor mengalami kondisi kesulitan secara finansial untuk 

membayar utangnya yang akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini 

adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar 

utangnya. Dikutip juga dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau OJK, definisi 
pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak debitur 

tersebut dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berwenang. 

Dampak dari kepailitan ini adalah yaitu kekayaan debitor ditempatkan dibawah 

penyitaan sehingga debitur tidak dapat memiliki hartanya kembali. Akibatnya, 

dalam berbagai kasus kepailitan yang muncul, para pekerja seringkali tidak dapat 

memperoleh hak untuk membagikan harta pailit tersebut, terutama ketika bersaing 

dengan tagihan-tagihan pajak negara, karena mereka tidak dapat bersaing dengan 

kreditur lain. Jika pekerja dan pengusaha saat menentukan perjanjian kerja dan 

sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan artinya pekerja serta perusahaan 

sudah terikat satu sama lain, yang menghasilkan kesepakatan, dimana kesepakan 

menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan kedua belah pihak 

sebagaimana yang telah ada pada perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di 

perusahaan. Para pihak pekerja dan pengusaha harus melaksanakan perjanjian kerja 

dan peraturan perusahaan, pihak pekerja harus bertanggung jawab apabila 

melanggar perjanjian kerja dan peraturan yang ditetapkan di perusahaan, dan 



 
 

sebaliknya jika pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disepakati dan peraturan yang ditetapkan di perusahaan maka 

pengusaha itu harus bertanggung jawab kepada pekerja. 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan analisis mengenai hak-

hak pekerja apakah bisa mendapatkan hak mereka apabila perusahaan tempat 

mereka bekerja mengalami kepailitan. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis 

bahan-bahan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Oleh 

karena itu perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, 

baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Akibat dari perusahaan yang dinyatakan pailit, adalah  kurator  dapat 

melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan 

upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah 

dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek 

peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika curator menilai 

pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, 

maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian 

kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-

pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Prioritas pembayaran 

utang perusahaan yang pailit dapat diurutkan sebagai berikut: upah pokok 

pekerja yang belum dibayarkan; tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan 

umum yang dibentuk pemerintah; kreditur separatis; dan hak-hak pekerja 

lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan 

uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

2. Terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan 

terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang 

sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan 

masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat 

dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang 

pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat 

menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai barikut: Bipartit, 

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci : Hak Pekerja, Perusahaan, Pailit. 

Tujuan Penelitian untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah 

hak pekerja dapat didahulukan sebagai penerapan asas terkait hak pekerja pada 

perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengkaji terkait langkah hukum jika para pihak tidak memenuhi 

hak pekerja sebagaimana mestinya. 

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama 

akibat dari perusahaan yang dinyatakan pailit, adalah  kurator  dapat melanjutkan 

kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. 

Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan 

tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan 

jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan 

menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan 

operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan 

menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 

Prioritas pembayaran utang perusahaan yang pailit dapat diurutkan sebagai berikut: 

upah pokok pekerja yang belum dibayarkan; tagihan hak negara, kantor lelang, dan 

badan umum yang dibentuk pemerintah; kreditur separatis; dan hak-hak pekerja 

lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima. Kedua, terhadap pekerja yang 

dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada 

perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang 

pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian 

hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat 

dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat 

menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai barikut: Bipartit, Mediasi, 

Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial. 
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ABSTRACT 

Keywords: Rights of Workers, Companies, Bankruptcy. 

The research objective is to provide an analysis of workers' rights whether workers' 

rights can take precedence as the application of the principle related to workers' 

rights in companies that are declared bankrupt under the law. This research also 

aims to examine legal steps if the parties do not fulfill workers' rights as they should. 

The results of this study show that: First, the legal consequence of a company being 

declared bankrupt is that the curator can continue business activities even though 

a legal remedy is filed for a bankruptcy decision. So that the operation or not of the 

company after being declared bankrupt will depend on the curator's assessment of 

the prospects for the company's activities if it is operated. However, if the curator 

judges that the company's operations will not produce the desired prospects, the 

supervisory judge will stop the company's operations, then the curator can start 

selling Boedel assets and complete the payments that must be paid by the company. 

Priorities for paying the debts of bankrupt companies can be sorted as follows: 

unpaid basic wages of workers; state bill of rights, auction offices, and public 

bodies set up by the government; separatist creditors; and other workers' rights 

such as the provision of severance pay, long service pay, and compensation for 

rights that should be received. Second, workers who are terminated due to 

bankruptcy at the company are entitled to wages that have not previously been paid, 

one-time severance pay, one-time service pay, and rights replacement pay. Legal 

steps that can be taken by workers so that their rights can be fulfilled by bankrupt 

companies, based on Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial 

Relations Disputes, workers can take legal steps, including the following laws: 

Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration, or Industrial Relations Court. 
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